
 

 

 
WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR 7 TAHUN 2023 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA NOMOR 26 TAHUN 2022 

TENTANG PENGELOLAAN PARKIR NONTUNAI  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALI KOTA SAMARINDA, 

 

Menimbang : a. bahwa penatausahaan pada Peraturan Wali Kota Samarinda 

Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai 
hanya mengatur penyetoran retribusi yang dilakukan paling 

lambat 1 (satu) hari ke dalam Rekening Kas Umum Daerah  

dan belum mengatur penyetoran retribusi yang dilakukan 
secara berkala; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang 

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2022 

tentang Pengelolaan Parkir Nontunai; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah 

Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2756); 

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3473) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran 

Negara Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3790); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 
238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6841); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang 
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5348); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 

tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi 
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Tahun 2021 Nomor 1283); 

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota 

Samarinda Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa 
Umum (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 

13); 

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah dua kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 14 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2018 Nomor 5); 

12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan dan Penataan Parkir (Lembaran Daerah 

Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 5); 

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 30);  

14. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 80 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Perhubungan Kota Samarinda (Berita Daerah Kota Samarinda 
Tahun 2021 Nomor 265); 

15. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 tentang 

Pengelolaan Parkir Nontunai (Berita Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2022 Nomor 333); 
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16. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 78 Tahun 2022 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 385). 
 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2022 TENTANG 

PENGELOLAAN PARKIR NONTUNAI. 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 26 Tahun 2022 
tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 

Nomor 333), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15 

(1) Bank Umum dan/atau Lembaga Keuangan yang ditetapkan oleh Wali Kota 

menerimakan Retribusi Pelayanan Parkir yang telah dibayar oleh Wajib Retribusi 

secara nontunai ke dalam RKUD. 

(2) Penyetoran retribusi ke dalam RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari atau secara berkala yang 
ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Bendahara Umum Daerah 

dengan Pejabat Bank Umum bersangkutan. 
 

Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda. 

 

Ditetapkan di Samarinda  

pada tanggal 22 Februari 2023 

WALI KOTA SAMARINDA, 

ttd 

ANDI HARUN 

Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 22 Februari 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA, 

ttd 

HERO MARDANUS SATYAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 398 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Kota Samarinda 

Kepala Bagian Hukum, 
 

 

 
EKO SUPRAYETNO, S.Sos 

NIP. 19680119 198803 1 002 
 

jd


